
BUPATI MUITA

PROVI$SI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUI{A

NOMOR g TAHUN 3O? 1

TENTANG

PERUEAHAN ATAS PER,{TURAN BUPATI IUI]NA NC},TCIR 14 TAF{UN 3*iS
?ENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASi, TUGAS DAN F'UNGSI,

$ERTA TATA KNRJA INSPEKTORAT KABUPATEN MUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAI{A ESA

BUPATI MUNA,

Menimbang a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 79 ayat {1}

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentarlg

Perubahan atas Peraturan Femerintah N*mor 18 Tahun

20i6 tentang Perangkat Daerah, maka perlu melakukan
pe*yesuaian terhadap Peraturan Bupati Muna Nomor 14

Tahun 20i6 tentang Kedudukan, Susunan Crganisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tat+a Iterja Inspektorat Kabupatel'r

Muna;
b. hahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud"

pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan

Bupati Muna tentang Kedudl"rkan, Susunan Organi*asi,

Tuga* dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten

hluna.

1" Pasal 18 ayat (6) Undang*LJndang Dasar Negara Republik
indonesia Tahun i945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1q5q tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

?ambahan lembaran Negara Republik Indonesi.a Nomor

1822);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peratura.n Perundang-Undangan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 82,

Tambahan Lemtraran Negara Republik indonesia NomCIr
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Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nornor 12 Tahun 2A1.1 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan {Lemharan Negara
Republik indonesia Tahun 2019 Nomor 1"83, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 63BgJ;

4" Undang-Und.ang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
?014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Reputrlik
Indonesia Nomor 5a9a);

5. Undang*Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2A74 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
teiah cliubah beberapa kali terakhir deng*n Undang-
Undang Nomor I Tahun 9CI15 tentang Perubahan K*dua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20i4 tentang
Pemerintahan Daerah ilembaran Negara Republik
Indonesia Tehun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2S16 tentang
Ferangkat Daerah {l,ernbaran Negara Repu}:lik Indoneeia
Tahun 2016 Nomor 114, Tan:bahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nsmsr 5887) sebagairnana telah
diubah d*ngan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentareg Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zALg Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 64A2l;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2A17 tentang
Manajemen Fegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nsmor 6037);

8. Peraturan Femerintah Nomor 1? Tahun ?Aff tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Peny*lengsaraan
Pemerintahan iLembaran Negara Republik Indone*ia
Tahun 20i? N*mor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6061];

g. Pera.turan Menteri Dalarn Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2O15 ?entang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun
20i5 Nomor 83); sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
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Republik lndonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang

Pembent ukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara

Republik lndonesia Tahun 20.lB Nomor 157i;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia
Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur
Inspektorat Daerah Provinsi rJan l{abupaten/Knta iBerita
Negara Repr-rblik Indonesia Tnhun 2017 Nonror 1605):

1 1. Peraturan Daerah Kabuparen Muna Nclmerr 06 Tahun
2016 tentang Pembentukar: dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Muna (L,embaran Daerah I(airupaten
Muna Tzlhun 2416 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Muna Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PBRATURAN BUPATI MUNA TIINTANG PERUBAF1AN ATAS

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG I{EDUDUKAN, SUSI]NAN ORGANISASi, TUGAS
DAN FUN(iSI- SERTA TA'}'A KERJA 1NSPEKTORAT

KABUPATET{ MUNA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peratura;r Bupati Muna Nomor 11 Tahun 2016
tentang Hedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja
Inspektorat Kabupaten Muna {Berita Daera}r Kabupaten Muna Tahun 2016
Nomor 14), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan Fasal 4 a-1'at i1i, dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 4 trerbun.vi

sebagai berikut:

Pasal 4

{1} Susunan organisasi Inspektorat, terdiri dari:
a. Inspektur;
b, Sekretariat;
c. Inspektur PemLrantu Wilayah I;
d. inspektur Pembantu Wilayah iI;
e. Inspektur Pembantu Wilayah iII;
f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
g. InspekturPembantu investigasi;
h. Kelompok jabatan fungsianal"

{2} Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf b, terdiri atas:
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b, Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

c. Subbagian Evaluasi dan Peiaporan.
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[3) Inspektur Pembantu wila,vah I, Insprktur pembantu wiiayah II,
Inspektur Pembantu Wila3'ah IIi, inspektur Pembantu Wilayah IV. dan
Inspektur Pembantu Investigasi sebagai:::lana dimaksucl pada ar.at (1)

hur:uf c, d, e, f" dan g, masing-masing r;rembawahi jai:atan fungsional

"vang 
melaksanakan iungsi pengawasan;

(4) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat irabupaten Muna sel:agaimana
tercantum pada Lampiran dan mer:rpakan Lragi*rn 

"\ 
ang tidak

terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Fasal 12 ayat {1}, dan ayat tz]r diubah, sehingga pasal LZ

berbunyi *ebagai berikut;

Pasal 12

{U Inspektur Pembantu, terdiri dari:
a. Inspektur Pembantu Wilayah i;
b. Inspektur Femi:antu Wilayah iI;
c. Inspektur Pembantu Wilayah III;
d, Inspektur Pembantu lililayah IV;

e. Inspelrt*r Pembantu Investigasi.

{3i Inspektur Pernbantu memba.wahi wi1a3'ah ked* pembin*an dan
pensa.$ra$an pada perangkat daere.hf satuan kerja di lingkungan
Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Desa/Keiurahan.

3. Diantara Pasal 13 dan frasal 14 clisisipkan s;;.tu 1 (satu) Pasai, i.'aitu Pasal
l3A, sehingga berbunyi *t'}:agai trerikut;

Pasal 13A

{1i Inspektur Pembanr rr Investigasi mernpunl,ai tugas membantu
Inspektur dalam mengkoordinir peiaksanaan pengawasan oleh Auditor
dan Penganlas Penvelenggaraan Urusar: Pemerintahan di Daerah

{P2UPD) terhadap penanganan kasus ::engaduan dari nrasr arakar,
organisasi masraraf;at, lembaga regi:"i-&, badan/lemltaga.,rinstansi
pemerintah pusat dan daerah, badan ?rukum, partai politik, media
massa dan permint.aan perhitungan herugian negara oleh Aparat
Penegak Hukum"

(2i Untuk melaksanakan tuga$ sebagaimana dimaksud cialarn Fasal 13A,
Inspektur Peml:antu i nvestigasi menvelen ggarakan tungsi :

a. pen-viapan baharr perumusan keirijakan Lrmum cian teknis
operasional pernei'ik*aarr investigatif;

bt. penviapan bahrr::. pen*vust-rnan rerfcana kerja perneriksaan
investigaril';

c, pelaksanaan pemeriksaan khusus pengaduan masyarakat dan
pemeriksaan dengan tujuan tenentu terhadap kinerja dan
keuangan yang bersumber dari APBD dan APB Desa;
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d. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kineq'a dan keuangan
melalui pemantauan, konsultansi yang bersumber dari APBD dan
APB Desa;

e. pengendalian gratifikasi dan mengoordinasikan tugas-tlrgas di Unit
Pemberantasan Pungutan Liar;

f. pengawalan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pencegahan
lindak pidana korupsi men{u good gouernarlce, elean gauermerzt
dan pelayanan publik;

g. peiaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal;
h. pengenddian, evaluasi dan pelaparan pelaksanaan tugas Inspektur

Pembantu pellanganan pengaduan masyarakat dan audit
investigatif;

i" peiaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan fungsinya.

Diantara BAB vl dan tAB vli disisipkan 1 (satu) BAB KETENTUAN
PERALIHAN yzftni BAB VlA, dan di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan
1 isatu) Pasal dalam BAIJ VIA yakni Pasal 22.A, sehingga berbun-vi sebagai
1:erikut:

BAB VIA

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22A

Fada saat peraturan Bup;rti ini mulai berlaku. Inspektur Pembantri Wiiayah
I, inspektur Pembantu \filay"ah Ii, inspektur Pembantu Wila1,ah IiI, dan
Inspektur Pembantu Wila1,ah IV sebagaimltna diatur dalarn Peraturan
Bupati Muna Nomor 14 Tahun 2016 te:rtang Kedudukan, Susunan

CIrganisasi, Tugas clan Fu r:gsi Serta Tata Kerja In*pektorat Kabupaten Muna

{Berita Daerah Kabu,p;"rten Muna Ta}ru;r 24rc Nomor 14) tetap

melaksanakan tugas dar: fungsinl,a sampai ilengan dilantiknva In*pektur-
fiembantu lr:vestigasi berr{asarkan Peraturan ! tupati ini.
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Pasal iI

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pacia tanggal cLundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dajarn Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada ta*ggal 25 tEBgrrrl t zo2l

UNA,

M trlv'lBA
Diundangkan di Raha
pada tanggal e5 ?BBeuAElt zolr
Plh. Sekretaris Daerah,

BERITA DAERA}-I KABUPA?EN MUNA TAHUN 2021 NOMOR B
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LAMPIRAry PERATURAN BUPAT{ MUNA
NO&,1()R g ',IAHUN 2027
TtrNTANC PERUBAHAN ATAS
PERATUR.\N BUPATI MUNA NOMOR 14
TAHUN 2*16 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAI\ ORC}ANISASI, TULiA$ DAN
FUNGSi, SERTA TATA KERJA
INSPtrKT('} IiAT KABUPATEN MU NA.

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT I(ABUPATEN MUNA

MUNA.

EMBA

t,
I

iNSPEKTUR

SEKRtrTARLAT

SUBBAGIAN

AIAN

SUBBAGIAN
UMUM DAN DAN

KEUANGAN

SUBBAGIAN
EVALUASI

DAN
PELAPORAN

INSP}iKTUR
P}lMTJAN'TU
wlt.,AYAi-{

I

INSPEKTUR
PEMBANTU
WILAYAH

II

INSFIKTUR
PFIMB:\liTLi

TilT\ TIIC!TT/1 A 
'\Ilr\VILLlll\-I]1.rlI

INSPEKTUR
PEMBANTU
VIiIAYAH

iiI

INSPEH?UR
FEMBANTU
WILAYAH

ry

.]ABATAN
ITUNGSIOI,IAI,

JAI]ATAN
i,.UNGSIONAI,

JARATA}.I
I.'UN(}Si(]NAI.

JAI]ATAN
J'UNGSIONAL

JAI]A'TAN
1.'UN(iIiJONAL


